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ffi dan Wakil

ketenagakerjaan di Indonesia adalah i fresiden dipilih langsung oleh hkyat.
i

Undang-Undang Dasar 1945 (yang telah i Dengan demikian fungsi MPR sekarang
I

diamandemen), beberapa Undang-undang i iniadalah :

t:

1 yung terkait, dan KonvenCi:Konvensi tLO'j a.' Merubah "itau mengamandemrin

| ,.n, telah diratifikasi. Undang-Unaung i Undang-Undang Dasar;

I Ou*t Indonesia didasarkan pada kelima i b. Mengambil sumpah Presiden dan

I Sita aari Pancasila yaitu : Ketuhanan I WakilPresiden;

' til i ,. Memecat Presiden dan atau Wakil
I 
Yane Maha Esa, kemanusiaan yang ac 

I

i aun beradab, persatuan Indonesia, ! lresiden bila terbukti melakukan

I t *tyr,.n yanS drprrnpin oteh hiknah | ,inA** kriminal atau kesaldran

kebijaksanaan dalam pennusyawaratanl ! berat.

perwakilan, dan keadilan sosial bagi i Kekuasaan legislatif berada di

seluruh rakyat Indonesia. I tangan DPR. DPR menyetujui dan

menetapkan anggaran pendapatan dan

Kedaulatan rakyat berada di I belanja n€gara (APBN) setiap tahun.

tangan rakyat melalui wadah Majelis i Opn juga membahas setiap Rancangan

Perwakilan Rakyat (MPR). Anggota MPR I Undang-Undang (RUU) dan

terdiri dari anggota Dewan Perwakilan I menetapkannya menjadi Undang-

Rakyat (DPR) dan anggota Dewan I Undang. RUU dapat disusun dan

Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR I diajukan oleh Pemerintah, DPD, atau

dipilih melalui partai politik, sementara I oleh paling sedikit 30 orang anggota

anggota DPD dipilih oleh rakyat secara I DPR. Untuk membahas setiap RUU,

langsung, 4 orang dari setiap provinsi. I nen dapat membentuk Panita Khusus.

Anggota DPR dan DPD dipilih untuk I Panitia Khusus melakukan rangkaian

masa jabatan 5 tahun. Salah satu fungsi I rapat kerja dengan Menteri atau Menteri-

utama MPR masa lampau adalah memilih ! Menteriyang mewakili Pemerintah untuk

Presiden dan Wakil Presiden. I membahas RUU tersebut.
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alchir', RU,IJ'hanrs: disepakati UlrdangrUndang Dasar ,(UUD)

oleh Rapdt Pleno DPR; RUU yang telah !juga mengatur pembentuken dgn lsnba8s

disetujui DPR akan.,rnenjadi Undang- l tinggi negara lainnya yaittlMehkamah

undang setelah ditandatangani 'oleh I Agung dan Badan Perneriksa Keuangan.

Presiden dan " diterbitkan' di., dalam I UUD sebelum diamandemen iuga

Lembaran Negara. I mengatur pembentukan , Dswan

Angg6ta DFD ikut,bersema DPR iPertimhngan' Agung' ,(DPA) : sebagai

dan Pemerintah membahas RUU' yang f lembaga tinggi negara di bawah 'MPR
I

$erkAitan : ,dengan otonomi, 'daerah, i yung berfungpi mentberikan safan.k€pgda

hubungan pusat dan d&mh, pembentukan: I Presiden mengenai: m*$4l6hrhasalah
I

provinsi dan kabupaterfkota .baru,,i Pernerintahan, plitik, ekonomi, qmialt

pengelolaan sumberdaya alam, APBN,. I militer, dan*ain-lain, terrn*suk masalah-

,pajalq pendidikan dan agarira. 
I 
masalfr ketenagakerjaan. Akan tEtapi

t.'
Presiden m€megang kekuasaan I sejak fimandemen UUD tahun 2004,

berwenang i ora telah dihapus. Namun demikian,eksekutif. Presiden berwenang{,nfa' telahodihapus.. Namun demik

.mi;ngajuksn .'RUU ke DPR untuk 
I 
nr.tiOtn tetap mempunyai kewenang4n

pembahasan lebih lanjut. Presiden I membentuk dan mengangkat

menetapkan Undang-undang yang telah I penasehatnya setiap saat dianggap perlu.

.disetujui DPR dan menerbitkan Peraturan Mahkamah: "{gung merupakan

Pemerintah dan Keputusan Presiden I lembaga independen menangani masalah-

dalam rangka pelaksanaan Undang- 
| 

masalah.- Reradilnn Mahkarnah Agung

undang dimaksud. ?residen, menetapkan I CUnl harus bebas" dari 'intervensi

istruktur pemerintahan yang terdiri dari i Pemerintah dalam menerapkan keadilan.

beberapa departemen, kementerian, dan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

:badan atau lembaga nasional. Presiden I berfungsi memeriksa semua penggunaant-
menunjuk dan ,rneilgairSkm''Menbri yarry'Ikeuangan negam. Temmn BPK

memimpin Departemen dan Kementerian, i disampaikan kepada DPR.

'serta Kepala Badan atau LembagA non i Sebagai negara kesatuan,
I

ldepartemen. Menteri dan . Kepala I pemerintahan di tingkat daerah
I

,:Lembaga dimaksud bertanggunf,iawab I dilaksanakan di dan oteh-l pemerintah

I daerah provinsi; -kabupatenlkda'' hingga

it ,#o itgkifii ert. it fil-fr w*, M
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Sefiup k4bupdedkqta t€rdiri dari bderapa

keqnraan yang dipunpin oldt s€orang wnat"

Card diargkat , largsur,rg oleh

BupatiAMalikota

l. Prranan DPR dalrm Administrasi

Ketenagakeriaan

Anggota DPR dibagi dalam I I

Komisi. Setiap Komisi bertanggungiawab atas

beberapa bidang yang menjadi bidang .mgas

beberapa Departemeq Kementerian dan atau

Lembaga non Departamen di lingkungan

Kabinet. Bidang tugas Komisi-Komisi di DPR

adalah sepertidiuraikan di bawah ini.

Komisil mencakup bidang pertahanaa

' hubungan luar negeri, intelijen,

dan infonnasi.

Komisill mencakup bidang pemerintahan

dalam negeri, otonomi daerah,

aparatur negara dan agaria.

Komisi III mencakup bidang hukum dan

perundang-undangan, hak asasi

manusia dan keamanan.

Kornisi [V mencakup bidang pertanian,

perkebunan, kehutanan, kelautan,

perikanan,&n Pangan.

KonisiV mencakup bidang perhubungan,

telekomunikasi, Pckujaan

umum, perumahan rakYat, sola

pembangunan Pedesaan dan

kawasaR tertinggal.

Komisi VI , mencakup bidang perdagangan,

perindustrian, investasi,

Komisi VII

koperasi, usaha kecil dan

menengah, dan badan usaha

milik negara (BUMN). 
I

mencakup bidang enogi dan

sumberdaya mineral, riset .dan

teknologi, serta lingkungan

hidup.

mencakup bidang agama, sosial,

dan pern berday-aan perempuan.

.nencakup bidang

.f;ependudukan, kesehatan,

tenagakerja &n transm igrasi,

mencakup bidang pendidikan,

pemuda, olah raga, pariwisata,

kesenian dan kebudayaan.

mencakup bidang keuangan,

pgrencanau pembangunan

nasional, perbankan dan

lembaga keuangan non bank.

Komisi VII

KomisiIX

ItumisiX

Komisi XI

Mitra kerja Komisi lX DPR di

lingkungan pemerintahan terdiri dari :

a. Departemen Kesehatan,

b. Departemen Tenagakerja dan

Transrnigrasi,

c..,Badan Koordinasi Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN),

d. Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM)
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Konvensi No. E8 tahun 1948 tentang

Pargerahan Tenagakerj a;

Konvensi No. 106 tahun 1957 t€ntang

Istirahat Mingguan di Sektor

Perdagangan dan Perkantoran;

Konvensi No. 120 tahun 1964 tentang

Higene Perusahaan di Sektor

Perdagangan dan Perkantoran.

c. Undang-Undang Ketenrgakeriran

Di bawah ini dicantumkan beberaPa

Undangundang yang sangd'penting di bidang

kcenagakerjaan:

l) UU No. 13

Ketenagakcrjaan;

tdrun 2003 totang

2) UU No. 3 tahun l95l tentang Pengawasan

Ketenagakerjaan;

3) UU No, I tahun 1970 t€ntang

Keselamatan Kerja;

4) 'UU No. 3 tahun

Sosial Tenagakeria;

5) UU No. I I tahun

Pensiun;

6) UU No. 2l tahun 2000

Pekerja;

tentang Serikat

7\ UU No.2 tahun 20M tentrang Pcnyelesaian

Perselisihan Hubungan lndustriah

E) UIJ No. 39' tahun 2004 tentang

Perlindungan Tenagakerja ke Luar Negeri;

9)' UU No,'40 tahun 2004 lentang Sistem

' Jaminan Sosial Nasional.

6. Struktur l{abinet

Sejak tahun 2901, Indonesia'telah mulai

melaksanakan pemerinahan otonomi

daerah di tisgkat katupaten dan. kota

yang menuntut penyesuaian di bidang

struktur pemerintahan. f,hpartemen-

departemen dan Kernenterian dalam

Kabinet sekarang ini dikelompokkan

,dalam 4 golongan di bawalr ini :

a. Menteri'trfuordinltor,

l) Menteri ' Koordinator Bidang

"" .' €',''Iblitik,,Hukurn dan Keamanan;

2) Menteri Koordinator Bidang

3) Menteri Koordinator Bidang

Kesejahteraan RakYat.

b. Departemen yang memiliki Kantor

Daereh di Provinsi dan

Kabupaten/Kota

l) Departemen Keuangan,

2) Departemen 'Hukum

AsasiManusia,

3) Departemen Pertahanan,

4) Departemen Agama,

c. Dcpartemen tanPi Kantor Deerah:

I) Departemen Dtlam LuarNegeri,

2) Depaltemen Luar Negeri,

1992 tentang Jamiaan

1992 tentang Program

dan Hak
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3) Departemen, Energi',

Sumberdaya Mineral,

4, Departemen"Perindustrian,

, 5) Departemen Perdagargan,

,6) DepartemenPertanian,

,7.) Departeinen Kehutanan,,

8) Departemen Perhubungan,

,9) Departemen Kelautan

- Perikanan,:

l0) Departernen

Transmigrasi,

,Tenagakerja -:dart

I l) Departemen.Pekerjaan Umurn,

12)' Departemen Kesehaian,

I 3) - : Departemen Pendidikan, Nasional,

14) Departenren Scsial,

15) Departemen Kebuday,aan dan

Pariwisata.

Kementerian Tanpa Portofolio

t), Meateri Sekrotaris.Negara, ..

2) Menter,i Negara Riset dan

Teknologi,

3) Menteri,. Negara, Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah,

4) Menteri Negara Lingkungan

Hidup,

5) Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan,

6), Menteri Negara , Peraber.dayaan

Aparatur Negara,

7) Menteri Negar* Pembangunan

Daerah Tertinggal,

Rakyatr, ,. .i

l2) Menteri Negara Pemuda dan Olah

-,'Raga....',.

, Jaks' Agung sstingkat. dengan

Menteri Negara. Setiap , Departemen,

dengart- atau tanpa kantor daerah, disusun

menurut struktur organisasi, , yang

sotogorn.,. Misi, setiap Departemen

dilaksanakan oleh beberapa,,Direktorat

Jen@ral.,,Setiap Firektorat Jenderal

terdiri dari beberapa, Direltoral, dan

setiap. Direktorat terdiri,, dari beberapa

Sub Direktorat. Setiap DirEktoat

Jenderal dirfukung oleh satu Sekretariat

Direktorat Jenderal yang terdiri dari

bebcrapa,Bagian,

Dukungan' sumberdaya manusia

dan fasiilitas ,prkantoran , disediakan

melalui Sekretariat Jenderal yang terdiri

dari::beberapa Biro. Setiap Biro terdiri

deri . beberapa Bagian. .Pengawesan

internal di setiap Departemen

dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

dan
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Departeinen dan Kerrenterian lainnya

tidak rn€mpunyai kantor tersendiri

sebagai unit pelaksana daerah. Fungsi-

fungsi mereka dilaksanakan oleh unit-unit

yang menyatu dengan atau di bawah

perintah Pemerintah Daerah di provinsi

dan di kabupaten/kota.Masihg-masing

Kementerian terdiri dnri beberapa Deputi,

di dukung oleh satu Sekretaris Jenderal;

Misi setiap Kernentedan dilaksanakan

oleh unit yang terkait sebagai bag,ian

terpadr- 'dmi' pemerintah provinsi dan

kabupatenftota.

Beberapa Departemen mempunyai Badan

Penelitian dan Pengenrbangpn'(Litbang)

yang setingkat dengan Direktur Jenderal,

Sekretariat Jenderal dan lnspektur

Jenderal. Beberapa Departemen atau

Kementrian hanya memPunYai Pusat

Litbang yang setingkat dengan Direktur

dan Kepala Biro.

Sebagaimana dikemukan di atas

terdapat 4 Departemen yang mempunyai

unit pelaksana berupa kantor daerah di

tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Prot DR. Payuvr,t g'pn*1ffi, leU
Affi Petffi llrrrn rfut f*w &lsa EIdaE &nbenlqa Hawia
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